BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tatakerja pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

S. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan;

6. Peraturan Menteri nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman
Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten /Kota;




Menetapkan

-"2 _” .

7 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 3 Tahun 20 16 - G

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

D PERAT URAN BUPAT I BENGKALIS. TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN ,
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA DINAS KESEHATAN

’ ‘KABUPATEN BENGKALIS

; BABIk; e
* KETENTUAN UMUM: -

, Pasal 1 : |
Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkahs b
. ‘Bupati’ adalah Bupatl‘ Bengka.hs,

2 :

3. Dinas adaiah Dinas Kesehatah 'bKal.Dupaten\Bengkalis :

4. ,Kepala adalah Kepala Dmas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5

. Sekretarlat adalah Sekretanat D1nas Kesehatan Kabupaten
:»Bengkahs ‘ L ._ ‘ : S

6. Sekretans adalah Sekretans Dmas Kesehatan Kabupatenj o 4
Bengkahs , e _ :

7. Unit Pelaksana Teknls yang selan_]utnya dlsebut UP’I‘ adalah Unlt;

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

. BABI
- KEDUDUKAN

Pasal 2

{1) Dlnas ' Kesehatan merupakan ‘ unsur pelaksana urilsah

pemerlntahan yang menJadJ kewenangan daerah

(2) Dmas Kesehatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1):

berkedudukan dibawah dan bertanggung]awab kepada Bupat1‘ :
melalm Sekretans Daerah. . e
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© BABII
SUSUNAN ORGANISASI
'DINAS KESEHATAN

“"Pasa13~

(1) Susunan Orgénisasi Dinas Késeh‘a'ta_n,‘: terdiﬁ dari:

(2)

a.

b.

g

i.-

Kepala;

Sekretariat, terdii'i dari;

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Bidang Kesehatan Masyarakaf terdiri dar1

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan G1z1 Masyarakat

 2) Seksi Prom031 Kesehatan ‘dan Pemberdayaan Masyarakat; .

dan -

3) Seksi Kesehatan L1ngkungan Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Bldang Pencegahan dan Pengendalian Pcnyakit, terdiri dari:

E 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyak1t Menular; dan

‘3) Seksi Pencegahan dan Pengendahan Penyaklt Tidak Menular

dan Kesehatan lea
Bidang Pelayanan Kesehatan terdln dan

1) Seksi Kesehatan Prlmer dan Penunjang,

- 2) Seksi Kesehatan Rujukan; dan

3) Sek31 Pemblayaan dan Jaminan Kesehatan

' Bldang Sumber Daya Kesehatan, terdln dari:

| 1) Seksi Ke'f'armasian‘dan Pembekalan Kesehatan;
- 2) Seksi Alat dan Fasilitas Kesehatan; dan

3) Seks1 Sumber Daya Manusm Kesehatan
Un1t Pelaksanaan Tekms, dan .

Kelompok J abatan fungs1ona1

Bagan Susunan Organisasi Dinas" Kesehatan sebagaimana |
tercantum  dalam lamplran yang merupakan bag1an tidak
terp1sahkan darl Peraturan ini.




BAB IV : .
TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS
S Baglan Kesatu i ‘
- i *;;.KE»PALAT o
. ‘Pasal4

(1) Kepala mempunyaJ tugas membantu Bupat1 melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan d1b1dang kesehatan LR o

- (2) Kepala dalam pelaksanaan tugas sebaga1mana dlmaksud pada ayat !

(1) menyelenggarakan fung31

a perumusan kebl_]akan derah d1b1dang kesehatan masyarakat -
pencegahan dan pengendalian penyak1t pelayanan kesehatan -
dan sumber daya kesehatan et A ! : e

b. pelaksanaan kebl_]akan daerah d1b1dang kesehatan masyarakat
- pencegahan dan pengendahan penyaklt pelayanan kesehatan e
: dan Ssmber daya kesehatan : ; . '

é. '"pengkoordlnasmn : penyedla 1nfrastruktur dan pendukung :
~ dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendahan
penyaklt pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; s

d. . pemngkatan kuahtas sumber daya manu51a dlbldang kesehatan
- masyarakat, pencegahan dan pengendahan penyaklt pelayanan
kesehatan dan sumbcr daya kesehatan T

€. pemantauan pengawasan = evaluas1 dan pelaporan" :
- . penyelenggaraan dibidang kesehatan masyarakat ‘pencegahan
dan pengendahan penyaklt pelayanan kesehatan dan sumber e
: daya kesehatan, L R G . , i

f pelaksanaan admlnlstras1 D1nas Kesehatan dan -
g pelaksanaan fungs1 laln yang deer]kan oleh Bupat1
o Bagiah Kedua G
JSEKRETARIAT |
Pasal 5

“ (1) Sekretanat mempunya1 tugas memunpm mengkoordma31kan dan,

‘mengendalikan tugas tugas « dibidang = pengelolaan, pelayanan

kesekretariatan  yang mehputl pengkoordinasian, perencanaan,

penyusunan program - dan = anggaran, - pengelolaan  keuangan, . L

- perlengkapan,umum dan kepegawalan
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(2) Sekretarlat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: :

a.

b.

£.

penyusunan. rencana program, evalua31 dan pelaporan

pelaksanaan administrasi kepegawman dan rumah tangga' o
Dinas Kesehatan; ' ‘

pelaksanaan admlnlstra31 keuangan dan perlengkapan serta ;
penataan aset o

- pelaksanaan = urusan = surat = menyurat, ‘kearsipan = dan

dokumentasi dan hubungan masyarakat;

- pélaksanaah urusan Hukum, - organisasi - dan hubungan

masyarakat'

pelaksanaan pengkoordmas1an penyelenggaraan tugas—tugas o
Bidang; dan L .

pelaksanaan tugas—tugas lain yang d1ber1kan oleh Kepala

(3) Susunan Organlsas1 Sekretanat terdln dan

a. |
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.

Sub Bagian Penyusunan Program; |

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis
serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan
ketentuan yang berlaku :

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a.

merencanakan keglatan Sub Bagian Penyusunan Program,'

berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

menghimpun dan ‘mempelajan peraturan perundang-undangan :
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

~ bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian

Penyusunan Program :

. . mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan

dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program
sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan program dan
anggaran keglatan : :




menglnventansn S permasalahan—permasalahan - yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program
serta menylapkan bahan bahan dalam rangka pemecahan,
_masalah ] :

. menylapkan bahan penyusunan kebljaksanaan, pedoman dan.

petunjuk tekr.us d1b1dang penyusunan program

melakukan koordma81 ‘dan smgkromsam keglatan dengan‘
Bldang dan satuan kexja perangkat daerah terka1t lainnya;

. | mengkoordlmr penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja -
Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebgakan Umum (AKU) Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan -

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan'

~Akuntab111tas Klner_]a Instans1 Pemenntah (LAKIP); - -

. melakukan koordma81 dan konsulta81 dengan instansi terkalt g

dalam rangka pemngkatan pengelolaan urusan penyusunan "
program perencanaan dan anggaran ~

melakukan koordma31 “dan smgkromsas1 kegiatan ‘antara
aparatur - dan pubhk untuk menghmdan terjadlnya duphkas1
: keglatan 2 ,

menghlmpun dan menylapkan RKA serta mengkoordlmr proses> N
pembahasan dengan mstan51 terkalt sarnpau menjadr DPA;

menyusun : kelengkapan admlmstra31 guna melaksanakan
kegiatan' Tahunan berupa petunJuk operas1onal penun_]ukan
pejabat pelaksana teknis  kegiatan dan dokumen kontrak dan
menylapkan rev181 (perubahan) DPA;. G

mengupayakan : Anggaran Pendapatan Belanja - Daerah .

perubahan (APBDP) guna ‘menampung  usulan program

pembangunan yang mendesak yang tldak dJrencanakan
: sebelumnya, : :

. membenkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris tentang
langkah- langkah atau tlndakan yang perlu diambil d1b1dang ‘
tugasnya

;'membuat laporan~ pelaksanaan keglatan Sub Baglan‘: -

Penyusunan Program sesuai- dengan data yang ada berdasarkan
~kegiatan' yang ‘telah dilakukan untuk dlpergunakan sebaga1 Ak
bahan masukan bag1 atasan dan o :



;melaksanakan | 'tugas, lain »ya"ng 'dibeyx%ikand oleh Sekretaris baik N
secara tertulis maupun lisan sesuai ‘dengan bidang tugasnya
dalam  rangka = kelancaran - ‘pelaksanaan  tugas pada

~ Sekretariat.

“T\P‘asal 7

(1) Sub Baglan Umum dan Kepegawalan mempunya1 tugas menylapkan

2)

bahan-bahan - bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petun_]uk teknis

serta layanan dibidang umum dan kepegawman sesuai dengan

: ketentuan yang berlaku

Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) .sebagai b'erikut;

a.

'merencanakan keglatan Sub Baglan Umum dan Kepegawalan

berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data

yang ada sebaga1 bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang telah dltetapkan, ,

'menghlmpun dan mempelaJan peraturan perundang—undangan
“kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
- bahan 1a1nnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglanv

Umum dan Kepegawaian; -

mencari, - mengumpulkan ~ menghlmpun, mens1stematlsas1kan B
dan mengolah data serta menganahsa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sub ' Bagian Umum dan’
Kepegawaian sebagl kerangka ‘acuan / pedoman penyusunan

- rencana keglatan

meng1nventar131r permasalahan—permasalahan : yang
berhubungan dengan tugas Sub - Bagian Umum dan
Kepegawaian' serta menylapkan bahan—bahan dalam rangka

, pemecahan masalah

. 'b-mengarahkan dan mendlstnbus1kan surat masuk _dan keluar

sesuai dengan kepentingan dan pennasalahannya

menel1t1 usulan permJntaan formas1 pegawai lingkup dinas, dan
menylapkan konsep petun_]uk penyusunan formasi pegawa1 ’
pegawai 'sebagai ' perencanaan ‘kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan d1nas, GO :

mengatur urusan rumah tangga dmas, menata keindahan dan-:

‘ keber31han kantor, serta keamanan hngkungan kantor;

melakukan pengelolaan perpustakaan kear31pan dlnas dan - -

melakukan pendokumentas1an keglatan dlnas o :
melakukan tugas d1b1dang hukum organlsa31 dan tatalaksana : ‘

~ serta hubungan masyarakat
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j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang
' ‘langkah-langkah atau t1ndakan yang perlu diambil dibidang
tugasnya _

k. membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Bagian Tata Usaha
sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah
dilakukan untuk dlpergunakan sebaga1 bahan masukan bagi
atasan; dan

L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik:
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran peklaksanaantUgask pada Sekretariat.

Pasal 8-
(1) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan

petun_]uk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan
sesuai dengan ketentuan yang berlakuy;

(2) Uraian 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. merencanakan keg1atan Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan
sumber data yang. ada sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang
telah d1tetapkan, o -

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petiinjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian
Keuangan dan Perlengkapan, , o

C. mencan, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan

dan mengolah*'data‘ serta menganalisa data dan informasi yang

- berhubungan  dengan ‘tugas ‘Sub Bagian Keuangan dan

Perlengkapan sebagal kerangka acuan/ pedoman penyusunan
rencana kegIatan

d. MengmventanSIr : permasalahan—permasalahan yang - -

berhubungan dengan tugas Sub  Bagian Keuangan dan
Perlengkapan . serta menylapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah ‘ :

e. mengusulkan kepada Sekretaris tc;ntan'g penunjukan bendahara .
pengeluaran, pembantu  bendahara pengeluaran, penyimpan
barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;



e :

f. melakukan pengawasan, pengendaha.n dan mengevaluas;

' terhadap k1ner_]a bendahara pengeluaran, pembantu bendahara

E pengeluaran : penylmpan barang, pengurus barang dan
pembantu pengurus barang, : ’ ' .

g. menghlmpun dan’ mempersmpkan ‘bahan dan “data untuk»"
penyusunan rencana kebutuhan barang, o ' : ‘

h. melakukan pengawasan terhadap mventans barang serta -
: membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu o
Inventans Ruangan (K[R), o ‘ : ' ‘
i melaksanakan pengelolaan " administrasi keuangan yang ==
. mencakup -administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja
’ sukarela/ kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan -
- gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan

Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evalua81 dan laporan
~ keglatan keuangan dlnas , ,

j.‘ \mengatur perlengkapan kantor penataaan dan pengamanan J
aset, t1ndaklan_]ut LHP gantl rugi serta proses admlnlstra51j N
,per_]alanan dmas pegawa1 sesuai petun_]uk atasan

k. memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretans sebagm e
; bahan masukan untuk penentuan kebljakan leblh lanJut '

‘1 _membuat laporan hasﬂ pelaksanakan tugas Sub Baglan
Keuangan . dan Perlengkapan . scbagai - bahan
pertanggung]awaban, dan T o

m. melaksanakan tugas laln yang dlbenkan oleh Sckretans ba1k,_~

. secara tertulis - maupun llsan sesuau dengan bldang Lo
' tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada‘ o
Sekretanat : ST S

: ; Baglan Ketlga % g
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 9

(1) Bldang Kesehatan Masyarakat mempunya1 tugas melaksanakan
~ ‘koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijjakan =~ - .
_operasional d1b1da.ng kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi - kesehatan, pemberdayaan" i
 masyarakat, kesehatan llngkungan, kesehatan kelja dan kesehatan =
olahraga ' ~ P , : v : ‘
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(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dalam menjalankan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang sehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

b. pelaksanaan kebijakan teknis dan ,operasional dibidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olahraga, .

c. pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kesehatan
keluarga kesehatan hngkungan ‘kesehatan kerja dan olahraga,
gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat )

'd. penyusunan norma, standar, prosediir, dan kriteria dibidang
peningkatan kesehatan kcluarga; ‘ :

e. pelaksanaan bnnblrigan teknis dan surpervisi dibidang

' kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lmgkungan kesehatan
kerja dan olahraga, : : ‘

f. pelaksanaan pema.ntauan evaluasi,dan ”pelaporan dibidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan
kelja dan olahraga, dan

g. \pelaksanaan tugas lam yang membenkan oleh Kepala ba1k
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya -
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. :

(3) Susunan Organ1sas1 Bldang Kesehatan Masyarakat terd1r1 dari:

a. Seks1 Kesehatan Keluarga dan Gizi;
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan ‘
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

. Pasé_l 10

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan = perumusan dan  pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan dibidang kesehatan keluarga dan g1z1 masyarakat sesuai
dengan perundang—undangan :
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(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

&

merumuskan dan melaksanakan kebuakan d1b1dang kesehatan

‘maternal dan neonatal, ‘balita 'dan anak prasekolah, usia

sekolah = dan - rema_]a, “usia ’reproduk31 dan keluarga

.’berencana,lan_]ut _usia, perhndungan kesehatan keluarga
peningkatan mutu kecukupan ‘gizi, kewaspadaan gizi, dan

penanggulangan masalah g1z1 serta pengelolaan konsums1 gizi;

. menyusun norma standar prosedur dan kriteria d1b1dang

kesehatan maternal dan neonatal balita dan anak prasekolah,
usia ' sekolah dan rema_]a, usia reproduks1 dan keluarga
berencana lanjut ‘usia, perhndungan kesehatan keluarga

peningkatan -mutu kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan

pena_nggulangan masalah g1z1 serta pengelolaan konsumsi gizi; -

. membenkan b1mb1ngan tekms superv131 d1b1dang kesehatan o

maternal dan neonatal, ‘balita dan anak prasekolah, usia
sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana,

- lanjut usia, perhndungan kesehatan keluarga ‘peningkatan = .
- mutu kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan penanggulangan _

masalah g1z1 serta pengelolaan konsums1 ngl

. melakukan pemantauan, evalua31 dan pelaporan d1b1dang

kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah,

usia sekolah dan remaja, usia reproduk81 dan keluarga
berencana, lan_]ut “usia, perllndungan kesehatan keluarga
peningkatan mutu kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan

penanggulangan masalah ngl serta pengelolaan konsumsi gizi;

'dan

melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala Bldang- '"
baik secara: tertulis maupun lisan sesuai dengan bldang‘

' tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 1 1

(1) Sek31 Prom031 Kesehatan dan . Pemberdayaa.n Masyarakat -
_ mempunya1 tugas melaksanakan perumusan dan - pelaksanaan
- kebijakan, " penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, dan
: pemberian blmblngan ‘teknis dan supervisi, serta pemantauan,
‘evaluasi, dan pelaporan di ‘bidang promosi- kesehatan,
: pemberdayaan ‘dan pemngkatan peran serta masyarakat ‘'sesuai

dengan peraturan perundang—undangan ' -

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagau berlkut

a.

merumuskan kebl_]akan d1b1dang komun1kas1 informasi, dah :
edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber
daya prom031 kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat



(1)

(2) 1

212-

melaksanakan keb1_]akan dlbldang komumka31 mforma31 dan

- edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber

' kemitraan, potensi. sumber daya“ prom031 ‘kesehatan, dan e

daya prom031 kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

menyusun norma, standar, prosedur dan  kriteria d1b1dang

“komunikasi, informasi, dan edukasi' kesehatan, advokasi dan - i
 kemitraan, potensi sumber daya promos1 kesehatan dan
‘ pemberdayaan masyarakat :

membenkan blmblngan : tekhis dan superv131 d1b1dang 3
komunikasi, informasi, dan eduka31 kesehatan, advokasi dan

pemberdayaan masyarakat

B 'melakukan pemantauan, cvaluas1 dan “pclaporan dibidang i

komumkam informasi, dan ‘edukasi kesehatan advokasi dan

* kemitraan, poten31 sumber daya promos1 kesehatan dan
: 'pemberdayaan masyarakat dan :

, melaksanakan tugas lain yang- d1ber1kan oleh Kepala Bidang -
baik secara tertulis maupun lisan' sesuai dengan bidang =

- tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Sek31 Kesehatan Llngkungan, Kesehatan ‘Kerja dan Olahraga-’
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan d1b1dang kesehatan lingkungan, kesehatan

ker_]a dan olahraga sesua1 dengan peraturan perunda.ng—undangan " -

Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

a.

'melaksanakan kebgakan d1b1dang penyehatan air dan sanitasi

dasar, penyehatan pangan, penyehatan wudara, tanah, dan
kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi

dan olahraga, termasuk penerbitan izin. produksi makanan dan

' minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan post

market produk makanan dan mlnuman mdustn rumah tangga,

.‘fmenyusun norma standar prosedur dan knterla dibidang
: penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, 4
~penyehatan udara ‘tanah, dan kawasan, ~pengamanan limbah
~dan radiasi, kesehatan okupasi dan = olahraga, termasuk

- penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri

. vrumah tangga dan pengawasan -post: market produk makanan '
ydan mmuman mdustrl rumah tangga, B
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c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang
penychatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan,
penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah
dan radiasi, kesehatan okupasi dan - olahraga, termasuk
penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri
rumah tangga dan pengawasan post market produk makanan
dan minuman 1ndustn rumah tangga; ' -

d. melakukan pemantaua.n, evalua31, dan pelaporan dibidang
penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan,
penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah °
dan radiasi, kesehatan okupasi dan  olahraga, termasuk
penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri
rumah tangga dan pengawasan post market produk makanan
dan minuman industri rumah tangga; dan :

e. melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Bidang

baik secara tertulis maupun lisan -sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bag1an Keempat

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAK[T

(1)

(2)

Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Bldang Pencegahan dan Pengendahan Penyaklt dalam men_]alankan_‘
tugas dan kewajiban sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans
epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
- penyakit tular vektor, penyakit zoonitik, dan penyakit tidak
menular, serta upaya jiwa dan Narkotlka, P31kotrop1ka dan Zat

R Adakt1f lainnya (NAPZA), o

b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonitik, dan penyakit

~ tidak menular, serta upaya jiwa dan Narkotlka, P31kotrop1ka,

‘dan Zat Adaktif lalnnya (NAPZA); ‘

Cc. pembenan blmblngan teknis dan supervisi dibidang ‘surveilans
‘epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
penyakit tular vektor, penyakit zoonitik, dan penyakit tidak

" menular, serta upaya jiwa dan Narkot1ka, Psikotropika, dan Zat
Adaktif launnya (NAPZA), :



ave

d. pemantauan é‘réluaélp ' dan pelaporan dib1dahg surveilans

epidemiologi, pencegahan dan pengendahan penyakit menular,

- penyakit tular vektor, penyakit zoonitik, dan penyakit tidak s

menular, serta upaya jiwa dan Narkotlka Ps1kotrop1ka dan Zat
adaktlf la1nnya (NAPZA), dan »

€. pelaksanaan tugas lain yang d1ber1kan Kepala Bidang baik

(3)

- secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya ; e

: »dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas .

Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyaklt terd1r1 dan,

T a. Seks1 Surveﬂans dan Imumsas1

(1)

’ pemberlan ‘bimbingan . = teknis - supervisi, serta pemantauan,‘ o

b. Seksi Pencegahan dan Pengendahan Penyak1t Menula.r dan

c. Seksi Pencegahan dan Pengendahan Penyalgt Tldak Mobialay - T

“dan Kesehatan lea .

Pasal 14
Seks1 Surveﬂans dan Imumsa31 Kesehatan mempunya1 tugas .
melaksa.nakan perumusan. . dan - ‘pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, - -dan kriteria, dan

evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans dan Imunisasi sesuai

' dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

@

Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. merumuskan i dan melaksanakan kebl_]akan d1b1dang ‘

.kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah,
1mun1sas1 dasar dan 1mun1sas1 lanJutan dan khusus "

b. meny1apkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan

. kriteria dibidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar |

- biasa dan Wabah 1mun1sa31 dasar dan 1mumsa81 lanjutan dan
‘khusus SO S : . . ~

c. menylapkan bahan blmbmgan teknis dan supervisi dibidang

-“kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah S

imunisasi dasar dan 1mumsa51 lan_]utan dan khusus

d. Jmelakukan pemantauan evalua51 dan pelaporan d1b1dang’ o

Tkewaspadaan dini dan respon kejadlan luar biasa dan Wabah o :

;1mumsas1 dasar dan 1mumsas1 lan_]utan dan khusus dan

_e.'”melaksanakan tugas la1n yang dlbenkan oleh Kepala Bldang- |

baik secara tertulis' maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
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Pasal 15 o |
(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan - kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervuisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit
menular sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berikut:

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan d1b1dang surveilans

epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian
penyaklt menular penyaklt tular vektor dan penyak1t zoonotlk

b. menyusun norma, standar prosedur dan kntena dibidang
surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan
pengendalian penyaklt menular, penyakit tular vektor, dan
penyaklt zoonot:lk

c. menylapkan bahan ‘bimbingan teknis dan supervisi dibidang '
surveilans - epidemiologi ‘ dan karantina, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular penyaklt tular vektor, dan
penyaklt zoonotlk :

d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
surveilans epidemiologi ~dan karantina, - pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, penyaklt tular vektor, dan
penyaklt zoonotlk dan

e. melaksanakan tugas lain yang d1ber1 oleh Kepala Bidang ba1k
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendahan Penyakit dan Kesehatan Jiwa
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan- teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan pencegahan dan pengendalian masalah
kesehatan lea dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(NAPZA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan



(2) Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

ca.

()

merumuskan : dan . melaksanakan kebljakan ‘ dibidang

pencegahan dan  pengendalian penyakit paru kronik dan -

- gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan

. kelainan darah, diabetes melitus dan ganguan metabolik , dan . IR
- gangguan indera - dan fungsional :serta - ‘pencegahan dan '

pengendalian  masalah kesehatan jiwa dan Narkotlka’ o

a P81kotrop1ka dan Zat Ad1kt1f lamnya (NAPZA)

menyusun norma, standar prosedur, ‘dan kntena d1b1dang:‘
pencegahan dan pengendahan ‘penyakit paru kronik dan
ganguan: 1munolog1, jantung dan pembuluh darah, kanker dan

kelainan darah, diabetes melitus dan ganguan metabolik , dan G k‘
- gangguan . indera dan fungsional - serta pencegahan dan -

B pengendahan " ‘masalah kesehatan jiwa dan Narkotika,

~ ganguan 1munolog1, jantung dan. pembuluh darah, kanker dan =
 kelainan darah diabetes melitus dan ganguan metabolik , dan
gangguan mdera dan fungsmnal "serta pencegahan dan -

P31kotrop1ka, dan Zat Ad1kt1f lamnya (NAPZA), ‘

menylapkan bahan b1mb1ngan tekms dan superv131 d1b1dang
pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan

‘ganguan: imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan

kelainan darah, diabetes melitus dan ganguan metabolik , dan
gangguan indera - dan fungsmnal serta pencegahan dan
pengendalian ‘masalah = kesehatan jiwa dan Narkotlka

P31kotrop1ka dan Zat Ad1kt1f lalnnya (NAPZA), ‘

melakukan pemantauan evaluas1, dan pelaporan d1b1dang =
pencegahan dan. pengendalian - penyakit paru kronik dan

pengendahan ‘masalah kesehatan . jiwa . dan  Narkotika,
Ps1kotrop1ka, dan Zat Adiktif 1a1nnya (NAPZA), dan

‘melaksa_nakan tugas laun yang diberikan oleh Kepala Bidang

baik secara tertulis’ maupun lisan sesuai "dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
: Baglan Kehma :
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN S

Pasal 17

B1dang Pelayanan Kesehatan mempunya1 tugas melaksanakan .
perumusan dan pelaksanaan dibidang Pelayanan Kesehatan yang
meliputi Pelayanan Kesehatan dibidang kesehatan primer, kesehatan

rujukan, dan kesehatan komplementer/ penunjang serta pemblayaan, -

dan _]amman kesehatan



(2) B1dang Pelayanan Kesehatan dalam » menJalankan tugas dan ©
kcwajlban sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

a. perumusan kebljakan d1b1dang penmgkatan pelayanan dan

mutu - pelayanan “kesehatan ' primer, rujukan, dan
; komplementer/ penunjang serta pemblayaan dan jaminan - -
, kesehatan, ' ,

b. penyusunan ‘norma, standar, prosedur ‘dan kriteria d1b1dang
peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer,
rujukan dan komplementer/ penun_]ang serta pemb1ayaan dan
]amman kesehatan, . :

c. penylapkan bahan b1mb1ngan tekms dan superv1s1 d1b1dang
peningkatan pelayanan dan mutu pelaya_nan kesehatan primer,
ruJukan, ‘dan komplementer/ penunJang serta pemblayaan dan =
]amman kesehatan S :

- d. pemantauan, evalua81 dan pelaporan d1b1dang peningkatan
- pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan
komplementer/ penun_]ang serta pemblayaan dan jaminan

) kesehatan dan S : ; : ‘

e. pelaksanaan tugas 1a1n yang dlbenkan chala Bldang baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan b1dang ‘tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

(3) Susunan Bldang Pelayanan Kesehatan terdln dan

a. Seks1 Kesehatan aner dan Penun_]ang,
b. Seksi Kesehatan Rujukan; dan :
C. Sek51 Pemb1ayaan dan Jamman Kesehatan

Pasal 18

(1) SekS1 Kesehatan Prlmer dan penunJang mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan - pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria, dan pemberian .
‘bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi, dan
pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer dan penunJang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ‘



(2) Uraian Tugété tersebut pada ayat (1) sebagai-befil{ut:

a. merumuskan dan melaksanakan kebljakan dibidang pelayanan
kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat
di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan
kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik
perorangan, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer
yaitu: pelayanan kesehatan jemaah haji, kesehatan mata,
kesehatan gigi dan mulut, dan peningkatan mutu pelayanan
dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemenntah dan
swasta yang ada di kabupaten serta penerbitan izin balai
pengobatan k11n1k rumah saklt kelas C dan D;

b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang
pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat
kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah
terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer
pada klinik dan praktik perorangan, pelayanan kesehatan
tradisional dan komplementer yaitu: pelayanan kesehatan
jemaah haji, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, dan
peningkatan mutu pelayanan dan akreditasi fasilitas pelayanan
kesehatan - pernerintah dan swasta yang ada di kabupaten serta
penerbitan izin balai pengobatan klinik, rumah sakit kelas C
dan D;

C. melakukan bimbingan teknis dan supérvisi dibidang pelayanan
kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat

di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan

kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik
perorangan, pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer
yaitu: pelayanan kesehatan jemaah haji, kesehatan mata,
kesehatan gigi dan mulut, dan peningkatan mutu pelayanan
dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan
swasta yang ada di kabupaten serta penerbitan izin balai
pengobatan, klinik, rumah sakit kelas C dan D;

d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
pelayanan = kesehatan primer meliputi upaya kesehatan
masyarakat dan upaya  kesehatan perorangan pada pusat
kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah
terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer
pada klinik dan praktik perorangan, pelayanan kesehatan
tradisional dan komplementer yaitu: pelayanan kesehatan
jemaah haji, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, dan
peningkatan mutu pelayanan dan akreditasi fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta yang ada di kabupaten serta
penerbitan izin ba1a1 pengobatan k11n1k rumah sakit kelas C
dan D; dan ;



e melaksanakan tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala Bldang
Pelayanan Dasar baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan bldang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan. =~
-tugas , i

Pasal 19

(1) Seksi Kesehatan Rujukan mernpunya1 tugas melaksanakan i
perumusan. dan: pelaksanaan kebijakan," penyusunan - norma,
standar, prosedur, dan kntena, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evalua31 dan pelaporan dibidang

~ pelayanan kesehatan ru_]ukan sesua1 dengan ketentuan peraturan s
perundang undangan ST : &

(2) Ura1an ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut
a. 'merumuskari'd‘an melaksanakan kebuakan dibidang pelayanan o
-~ ‘medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu dan
- pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta
rumah sakit pendldlkan, g :

b. }menyusun norma, standar prosedur dan kntena dibidang =~
: pelayanan medik dan ‘keperawatan, penunjang, gawat darurat . .~
terpadu dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit,

' serta rumah sak1t pendldlkan, o :

C. melakukan blmblngan tekms dan superv1s1 d1b1dang pelayanan
medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu,
‘dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta
rumah sakit pendldlkan : : &

d. ‘melakukan pemantauan evalua31 dan pelaporan d1b1dang S
‘pelayanan medik dan keperawatan penunjang, gawat darurat
terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah . = -
- sakit, serta rumah sa.lﬂt pend1d1kan, dan :

€. melaksanakan tugas lain_ yang d1ber1kan oleh Kepala Bldang

: Pelayanan Kesehatan ' baik secara tertulis maupun lisan sesuai S
- dengan bldang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan :
:,tugas oE! SR S ‘ : i

 Pasalzo

(1) Sek31 Pemblayaan dan Jamma.n Kesehatan mempunyai tugas o
‘melakukan  penyiapan - penyusunan kebijakan =~ teknis dan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembiayaan dan
Jamman kesehatan sesuaJ dengan peraturan perundang—undangan
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(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang

' pembiayaan -dan jaminan kesehatan, standar pelayanan dan
manfaat dan analisis pembiayaan dan kepersertaan seta
fasilitas pelayanan dasar dan ru_]ukan

b. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
dibidang pembiayaan dan  jaminan - kesehatan, standar
pelayanan  dan manfaat dan analisis pembiayaan dan
kepersertaan seta fas1htas pelayanan dasar dan rujukan;

c. melakukan bunbmgan ‘teknis dan ; supervisi d1b1dang
pembiayaan dan jaminan kesehatan, standar pelayanan dan
manfaat dan analisis pembiayaan dan kepersertaan seta
fasilitas pelayanan dasar dan rujukan;

d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang
pembiayaan dan jaminan kesehatan, standar pelayanan dan:
manfaat dan analisis pembiayaan dan kepersertaan seta
fasilitas pelayanan dasar dan rujukan; dan

" e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

' Pelayanan Kesehatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai
dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas. o

Bagian Keenam
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 21 | |

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunya1 tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan termasuk
penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan.

(2) Bidang k‘Sumber Daya Kesehatan dalam menjalankan tugas dan
- kewajiban sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
- fungsi: . L ; :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan,

' pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu

sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan -

farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan

. kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan  rumah tangga, tata kelola perbekalan
kesehatan dan pelayanan kefarmas1an, ‘



b. penyusunan norma, standar prosedur dan kntena d1b1dang
 perencanaan, pendayagunaan pemngkatan kompetensi dan
- pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi-dan
distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan
~~dan ' perbekalan  kesehatan rumah  tangga, pengawasan alat
- kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola
S perbekalan kesehatan dan pelayanan kefanna51an, ;

c. pelaksanaan ' blmblngan teknls dan superwsi dibidang
- perencanaan, pendayagunaan, penlngkatan kompetensi dan
“pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan

distribusi sediaan farmas1, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan
dan’ perbekalan - kesehatan rumah tangga, pengawasan alat

kesehatan .dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola_. e

- perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasmn

d. pemantauan, ; evaluas1, dan pelaporan dlbldang perencanaah .
S pendayagunaan, penlngkatan ‘kompetensi dan pembinaan mutu

~sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan e

- farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga, pengawasan -alat kesehatan dan

~ perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan

- kesehatan dan pelayanan kefarmas1an dan : ‘

e'.r"lpelaksanaan tugas la1n ‘yang dlbenkan oleh Kepala baik secara.
~tertulis maupun lisan sesuai dengan ‘bidang tugasnya dalam
o rangka kelancaran pelaksanaan tugas

(3) Susunan Bldang Sumber Daya Kesehatan terd1r1 dan

- a. Sek31 Kefarmasmn dan Perbekalan Kesehatan
b. Seks1 Alat dan Fas111tas Kesehatan dan
C. Sek31 Sumber Daya Manu81a Kesehatan

: Pasal 22

(1) Seksi” Kefarmasmn da_n Perbekalan Kesehatan mempunyal tugas
melaksanakan penyusunan kebljakan teknis - dan pelaksanaan
pengembangan dan pemberdayaan - sumber daya manusia
kesehatan kefarmasmn alat dan fas111tas pelayanan kesehatan :

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagaJ benkut

a. menyusun kebl_]akan tekms ‘ dlbldang perencanaan dan
‘pendayagunaan, - produksi dan distribusi sediaan farmasi,
perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan perbekalan
kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan

S pelayanan kefarmasian, yaitu penerbitan izin apotek toko obat,

- serta Usaha Mlkro Obat Tradls1ona1 (UMOT) o :
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b. menyusun norrna, ‘standar, prosedur, dan kntena d1b1dang L
perencanaan - dan pendayagunaan, - produk31 dan distribusi
sediaan farmasi, perbekalan kesehatan rumah tangga,
pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola
perbekalan kesehatan ‘dan pelayanan ‘kefarmasian, = yaitu
penerbitan izin apotek toko obat serta Usaha Mikro Obat'
Tradlslonal (UMOT), s

e melakukan blmbmgan £3 teknis dan  supervisi dibidang
' perencanaan dan- pendayagunaan, produksi dan distribusi-
sediaan farmasi, perbekalan = kesehatan rumah tangga,
pengawasan. perbekalan kesehatan’ rumah tangga, tata kelola
perbekalan - kesehatan = dan pelayanan kefarmasian, = yaitu ..
penerbltan izin apotek toko obat serta Usaha M1kro Obat -~ .
Trad131onal (UMOT), : et : e

d. ‘melakukan pemantauan “evaluasi’ dan pelaporan dibidang T
perencanaan - dan pendayagunaan ‘produksi dan distribusi
sedian farma31 perbekalan “kesehatan ~rumah tangga,

~ pengawasan perbekalan ‘kesehatan' rumah tangga, tata kelola

- perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian, - yaitu
penerbitan izin apotek toko obat serta Usaha Mikro Obat
Trad1s1ona1 (UMOT) dan -

el melaksanakan tugas laun yang d1ber1kan oleh Kepala Bldangv
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya,dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 23 e

(1) Seksi Alat dan Fas111tas1 Kesehatan mempunya1 tugas melaksanakan
' - penyusunan kebljakan tekms pelaksanaan pengembangan dan
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan kefarmas1an alat .
dan fasmtas pelayanan kesehatan. : ‘

(2) Urauan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

Sa. menyusun kebljakan ekms d1b1dang perencanaan,
: ‘»pendayagunaan, pemngkatan mutu alat dan fasilitas pelayanan
kesehatan masyarakat dan pengawasan alat kesehatan rumah
tangga, penerblta_n izin toko alat kesehatan dan optikal dan

' ,penerbltan 1z1n produk31 alat kesehatan kelas satu;

. b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dlbldang“
perencanaan, pendayagunaan, peningkatan mutu alat dan
fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pengawasan alat
kesehatan rumah tangga, penerbltan izin toko alat kesehatan SIS

~ dan optlka_l dan penerbltan izin produk31 alat kesehatan kelas = =
satu, : , ‘
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melakukan blmblngan tekms ~dan supervisi dibidang :

perencanaan, pendayagunaan, peningkatan mutu alat dan
fasilitas pelayan.an_kesehatan masyarakat dan pengawasan alat

kesehatan rumah tangga, penerbitan izin toko alat kesehatan

dan optikal dan penerbitan izin produksi alat kesehatan kelas
satu; TR e : . -
rhela_kukan : pefnarita’uan, 'evaluéiSi dan pelaporan - dibidang'
perencanaan, pendayagunaan, peningkatan mutu alat dan

fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pengawasan alat -

kesehatan rumah tangga, penerbltan izin toko alat kesehatan

‘dan optikal dan penerbltan izin: produk31 alat kesehatan kelas

satu; dan
melaksanakan tugas lain yang d1ber1kan oleh Kepala Bidang

baik secara  tertulis maupun lisan ‘sesuai dengan bldang:
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

. Pasal 24

(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan ‘penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan
pengembangan dan pemberdayaan sumber daya ' manusia
kesehatan. : :

(2) Uraian ’I‘ug’as‘ters;ébUt péda ajfat ('1) Vsrébag'ai‘:berikut:

a.

menyusun kebij‘akan ,Vt’ekniS' dibidang perencanaan,

- pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu

sumber daya manusia kesehatan termasuk penerbitan izin -
praktek dan i 1zm ker_]a tenaga kesehatan ‘ ’ :

‘menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang

perencanaan, pendayagunaan, penmgkatan kompetensi dan’
pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan termasuk
penerbltan izin praktek dan izin ker_]a tenaga kesehatan

melakukan blmbmgan tekms' dan superv131 dlbldang |
perencanaan, - pendayagunaan, penmgkatan kompetensi dan

‘pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan termasuk -
- penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan

melakukan pemantauan,‘ evaluasi, - dan pelaporan  dibidang
perencanaan, pendayagunaan peningkatan kompetensi dan
pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan termasuk
penerb1tan izin praktek dan izin ker_]a tenaga kesehatan dan
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e. melakSanékan tﬁgas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 BABV :
~ UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) S

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

~(2) UPT adalah Unit Pelaksana Tekms untuk melaksanakan kegiatan -

teknis operasmnal dan atau kegiatan teknis penunjang yang

. mempunyai wilayah kerja mehputl satu atau beberapa Kecamatan
‘ d1 Kabupaten Bengkahs : :

(3) UPT d1p1mp1n oleh seorang Kepala UPT yang berada d1bawah dan o

bertanggung jawab kepada Kepala dan secara operasmnal
berkoordlna31 dengan Camat. o :

(4) Pembentukan UPT dltetapkan dengan Peraturan Bupati dengan
' berpedoman kepada peraturan perundang—undangan yang
berlaku. - : : -

: BAB VI »
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

| . Pasal 26 ‘
(1) | Kelompok Jébatan Fungsmnal terdiri dari se_]\.imlah tenaga dalam
jenjang Jabatan Fungsional sesua1 dengan bidang keahliannya.

2 Kelompok Jabatan Fungsional d1p1mp1n ‘oleh seorang tenaga
fungsional senior yang berada dlbawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala : , g

(3) Jumlah Jabatan Fungs10nal dltentukan berdasarkan s1fat Jems
‘dan beban kexja sesuai dengan peraturan perundang—undangan‘
yang berlaku.

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsmnal dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang—undangan yang berlaku

| BAB VII
‘ ~ESELONERING,
Pasal 27
‘ Jabatan Eselonenng pada Dmas Kesehatan terd1r1 darl

a. Kepala adalah jabatan eselon II/ b; ’
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b. Sekretans adalah Jabatan eselon I / a

c. Kepala B1dang pada D1nas Kesehatan adalah Jabatan eselon III / b;

bd. Kepala Sub Baglan dan Kepala Seks1 pada Dinas Kesehatan .
= '*_adalah Jabatan eselon IV/ a. , ih
BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretans, Kepala Bldang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional

“dan Kepala UPT wa_ub melaksanakan prinsip. koord1nas1 1ntegra31}:f7 o

dan smkromsas1 secara vert1ka1 dan horlzontal

(2) Setlap P1mp1nan “Satuan- Orgamsa31 . dlhngkungan Dmas o
bertanggun.awab memlmpm dan mengkoordinasikan bawahan

‘masing-masing dan memberikan b1mb1ngan serta petunjuk bag1,:f |

, pelaksanaan tugas bawahannya

(3) Set1ap lepman Satuan Orgamsas1 dlhngkungan Dinas, wajib

‘mematuh1 petun_]uk-petun_]uk dan bertanggungjawab kepada

‘atasan masing-masing serta menyampalkan laporan tepat
‘pada waktunya. ‘ , , » ;

| / A BABIX L .
PENGAN GKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala dlangkat dan d1berhent1kan oleh Bupat1 dari Aparatur Slpll‘f‘ -
Negara (ASN) yang: ‘memenuhi syarat sesuai dengan peraturan:
perundang—undangan yang berlaku : '

(2) Sekretans Kepala Bldang, Kepala Sub Baglan, Kepala Sek31 o
‘Kepala UPT dan Jabatan Fungsmnal diangkat dan diberhentikan -
oleh Bupau sesua1 dengan peraturan pcrundang-undangan yang
berlaku S o e :

(3) Pengangkatan Kepala Sekretarls Kepala B1dang,; : Kepéla ‘Sub"k e

Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan  Kepala Jabatan
Fungsional, perlu dlperhatlkan persyaratan umum

~kepangkatan serta kecakapan - dan kcmampuan teknls yang . |

dlperlukan untuk kelancaran tugas

'PEMBIAYAAN
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Pasal 30

Sumber-sumber Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah
Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah
Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang
lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantikkannya
pejabat yang baru.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang
mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2015

BUPATI BENGKALIS,
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. SE

4

ARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

HZARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR zg
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